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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dapat menyusun 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Re-

publik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah serta; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Bahwa meskipun Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 sebagaimana di-

maksud hanya mewajibkan Perjanjian Kinerja ada level jabatan Eselon II (Kepala 

satuan Perangkat Daerah/Kepala OPD) dengan Kepala Daerah, namun BKPSDM 

Kabupaten Purwakarta membuat terobosan dengan “menurunkan” Perjanjian 

Kinerja hingga pada level jabatan pelaksana. 

Secara substantif Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta merupakan sarana 

dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta dan 

APBD 2023. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good 

Governance. 

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Purwakarta ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan 

saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami  
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ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja ini, semoga bermanfaat. 

 

 

     Purwakarta,    Januari 2023 

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber  Daya Manusia 

Kabupaten Purwakarta 

 

 

 

DR. Aep Durohman, S.Pd., M.Pd. 

Nip. 19680911 199302 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BKPSDM       
KAB.  PURWAKARTA 

 

 iii 

  

DAFTAR ISI 

  Halaman 

KATA PENGANTAR ………………..…………………………………..… i 

DAFTAR ISI …………………………………………………….................. ii 

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………... 1 

 1.1 Latar Belakang ………………………………………...… 

1.2 Gambaran Umum ……………………………………….… 

1.3 Ruang Lingkup ……………………………………….…... 

1 

2 

5 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………… 6 

 2.1 Rencana Strategis ……………………………….…..…..… 

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) ..…… 

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum …………………….. 

2.4 Cascading Kinerja ……………………………………….... 

2.5 Pernyataan Penetapan Kinerja ……………………………. 

6 

8 

9 

12 

15 

BAB III PENUTUP ………………………………………………….….. 16 

LAMPIRAN  



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BKPSDM       
KAB.  PURWAKARTA 

 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semangat reformasi, kita berupaya mewujudkan aparatur 

pemerintah yang berkompeten guna mendukung kelancaran dan keterpaduan da-

lam pelaksanaan tugas serta fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

dengan mempraktekan prinsip Good Governance sehingga tercipta pemerintah 

yang bersih dan mampu melaksanakan pelayanan publik yang baik sesuai hara-

pan masyarakat. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas untuk menuju “good governance” adalah menjalankan pengawasan, 

supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan 

kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat 

waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, se-

bagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten-

tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden 

Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 ten-

tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja, serta Pasal 9 ayat (2) 

menyebutkan perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja 

dan target kinerja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kiner-

ja Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2023 memenuhi kriteria spesifik (specif-

ic), dapat terukur measurable), dapat dicapai (attainable). berjangka waktu ter-

tentu.  

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata 

Cara Review atas atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dilampirannya 

menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi 
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yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja.  

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah 

dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak di-

batasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi ter-

masuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebe-

lumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup out 

come yang mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.  

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, upaya penguatan Akuntabilitas 

Kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan mempraktekkan Penyusunan 

Dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian merupakan tekad dan janji Rencana 

Kinerja Tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Instansi Pemerintah/Unit 

Kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang mem-

berikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja 

merupakan suatu Janji Kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat pen-

erima amanah kepada atasan langsungnya.  

Dengan demikian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 ini menggambarkan 

Rencana Capaian Kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala BKPSDM Kabu-

paten Purwakarta pada tahun 2023, dengan dukungan Sumber Daya Aparatur di 

lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ka-

bupaten Purwakarta.   

 

1.2 Gambaran Umum 

Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Purwakarta dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. BKPSDM mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang fungsi 

penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan 

Daerah. Tujuan terbentuknya BKPSDM adalah untuk meningkatkan 

pendayagunaan pelayanan dan pembinaan aparatur adalah dengan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus  mampu  meningkatkan  

kualitas  kinerja  khususnya  dalam  memberikan  pelayanan,  baik  dalam  

kerangka  perwujudan  kesejahteraan  pegawai  maupun  peningkatan   

kompetensi  sumber  daya  manusia  aparatur,  terutama  untuk  menghadapi era 

persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat  dalam  
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upaya  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  kepada  Pemerintah 

khususnya  Kabupaten  Purwakarta.  

Selanjutnya, rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi 

perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 

tahun 2021 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut: 

1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

2. Badan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan 

pengembangan sumber daya;  

b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;  

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan 

kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 tahun 2021. 

dengan rincian sebagai berikut:  

1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat, membawahi: 

a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

3. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Bidang Pengadaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional  

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PERENCANAAN, 

KEUANGAN DAN PELAPORAN
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KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PENGADAAN
BIDANG PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

BIDANG PEMBINAAN DAN 

KESEJAHTERAAN
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 

adalah: 

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II & Eselon III dilingkungan 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. 

2. Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jab-

atan Fungional dan Jabatan Pelaksana dilingkungan BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2023. 

3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Manajemen Kepegawaian ser-

ta Pendidikan dan Pelatihan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pur-

wakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2018-2023. 

Adapun sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 

terdiri dari: 

❖ BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran kondisi organisasi 

dan    ruang lingkup. 

❖ BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang 

rencana strategis, Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), 

strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading 

Kinerja). 

❖ BAB III Penutup 
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BAB II 

 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

  

2.1 RENCANA STRATEGIS 2018-2023 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen yang disusun 

melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada 

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber 

daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun yaitu dari tahun 2018 – 2023 dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A 

Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. 

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi 

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, 

global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta. Penetapan jangka waktu 5 tahun 

tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kabupaten terkait dengan 

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Purwakarta 

dibuat pada masa jabatannya.  Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program 

dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta tahun 

2018-2023 merupakan salah satu pendukung RPJMD.  

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebagai Lembaga Teknis Daerah 

berbentuk badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-

fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan 

terobosan-terobosan  (technostructure) di bidang  kepegawaian  sesuai  dengan  

tugas  pokok,  fungsi  dan  kewenangan  yang  diemban  harus  mampu  

mewujudkan  pengelolaan  manajemen  kepegawaian  dari  mulai  pengadaan  

sampai  dengan  pemberhentian  pegawai  secara  optimal  dalam  upaya  

mewujudkan  sumber  daya  manusia  (SDM) aparatur sebagai motor penggerak  

sistem  organisasi  pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta dalam mewujudkan 

visi Kabupaten Purwakarta “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Visi 

Pembangunan Kabupaten Purwakarta menjadi cita-cita bagi pembangunan yang 
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secara sistematis bagi penyelenggara Pemerintah Daerah dan segenap pemangku 

kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. 

Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 

Misi Tahap IV dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan 

integrasi dari sasaran yang akan di capai pada Misi Tahap III. Adapun Misi 

tersebut terdiri dari : 

 

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan 

perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah  (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang 

diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang 

terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi 

untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara 

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta 

dengan Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus 

menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya 

indikator kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta harus diarahkan untuk mencapai 

target kinerja sesuai dengan kewenangan BKPSDM Kabupaten Purwakarta yang 

telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD yaitu misi kedua “Meningkatkan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional “. Pengertian dari 
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Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan 

Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah 

Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana 

yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling 

menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah 

menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi 

dengan provinsi dan nasional. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikem-

bangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pem-

bangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah dae-

rah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pem-

bangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan 

sistem akuntablitas. 

 

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kabupaten serta didasarkan pada isu-isu 

dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi 

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasa-

ran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 

tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan 

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. 

Sebagimana visi dan misi Bupati Purwakarta untuk keberhasilan tersebut 

ditetapkan tujuan pembangunan “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, 

Profesional dan Berintegritas”  dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Profe-

sionalitas Aparatur Sipil Negara” yang di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pur-

wakarta Tahun 2018-2023.Untuk mengimplementasikan hal tersebut Badan Kepega-

waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sesuai 

kewenangannya menetapkan tujuan Perangkat Daerah yaitu : 

“ MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SDM ERA 4.0 ” 
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Untuk mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Strategis Pembangunan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diperlukan beberapa Sasa-

ran Strategis yang mengambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya 

ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) 

untuk mengukur apakah Sasaran Strategis dapat mengkonfirmasikan Tujuan Strategis 

yang akan dicapai pada masa mendatang. 

Sasaran Strategis untuk tingkat ketercapaian tujuan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Keterkaitan Visi, Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta 

VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA  ISTIMEWA 

MISI KEDUA :   Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profe-

sional 

Tujuan Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis  

Mewujudkan Pelayanan Prima 

di Bidang Kepegawaian Dan 

Pengembangan SDM era 4.0 

 

1. Sistem Merit 

1. Mengelola dan 

mengembangkan 

Manajemen BKPSDM 

dengan menggunakan 

teknologi informasi 

2. Jumlah Sistem Pelayanan 

di Bidang Kepegawaian 

Yang Diaplikasikan 

dengan baik 

 3. Persentase Pemberian 

Penghargaan ASN 

Berprestasi/Berinovasi/ 

Teladan/ Dedikasi dan 

ASN Purna Bhakti/ 

Pensiun 

2. Meningkatnya Kualitas Pe-

layanan yang terintegrasi 

4. Jumlah Sistem 

Manajemen Kepegawaian 

Berbasis Teknologi 

Informasi Yang Sudah di 

Aplikasikan dengan baik 

 

 

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM 

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam 

serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam 

melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah 

dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan 

yang kuat bagaimana BKPSDM menciptakan nilai tambah (value added) bagi para 

stakeholder. 
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Sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 yang 

disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, berikut 

Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan : 

Strategi :  

1. Sinergitas pelayanan dan pengembangan manajemen kepegawaian berbasis 

sistem informasi cerdas 

Kebijakan : 

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang ber-

wenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan pro-

gram/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan 

serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. 

Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Purwakarta selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan 

dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut adalah : 

1. Penguatan dan Pengembangan peran ASN, kelembagaan dan perluasan pela-

yanan  kepegawaian berbasis teknologi cerdas 
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Tabel 2.3 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa 

MISI KEDUA : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD RENSTRA BKPSDM RPJMD RENSTRA BKPSDM RPJMD RENSTRA BKPSDM RPJMD RENSTRA 

BKPSDM 

Mewujudkan Tata 

Pemerintahan yang 

Bersih, Profesional 

dan Berintegritas 

Mewujudkan Pela-

yanan Prima di Bidang 

Kepegawaian Dan 

Pengembangan SDM 

era 4.0 

Meningkatnya 

Kualitas Profe-

sionalitas Apa-

ratur Sipil 

Negara 

1. Mengelola dan 

mengembangkan Manajemen 

BKPSDM dengan 

menggunakan teknologi 

informasi 

2. Meningkatnya Kualitas Pela-

yanan yang terintegrasi 

Meningkatkan 

Potensi dan 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara  

 

Sinergitas pelayanan dan 

pengembangan mana-

jemen kepegawaian ber-

basis sistem informasi 

cerdas 

Penguatan Ke-

bijakan dan 

Implementasi 

Managemen 

Kinerja Apara-

tur Sipil Negara  

 

Penguatan dan 

Pengembangan peran 

ASN, kelembagaan 

dan perluasan pela-

yanan  kepegawaian 

berbasis teknologi 

cerdas 
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2.4 CASCADING KINERJA 

Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja 

dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke 

level unit/pegawai yang lebih rendah. Pada dasarnya, cascading Sasaran Strate-

gis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus dilakukan secara hierarkis 

sesuai dengan level pengelolaan kinerja di instansi/ lembaga. Namun, cascading 

dapat dilakukan tidak secara hierarkis karena struktur organisasi. Adapun Rin-

cian Cascading BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagai berikut: 
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2.5   PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 

Sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apara-

tur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010, Perangkat Daerah menyusun 

Perjanjian Kinerja dari Pejabat Eselon II sampai Pejabat Pelaksana dan 

Fungsional setelah menerima Dokumen Pelaksana. 

Pernyataan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebagaimana terdapat pada lam-

piran. 
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PENUTUP 

 Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan sasaran 

strategis dan Uraian Tugas dengan memuat indikator kinerja untuk 

melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan. Perjanjian Kinerja yang terukur 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabili-

tas, transparansi  dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai 

dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghar-

gaan dan sanksi, sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan super-

vise atas perkembangan/kemajuan kinerja. 

 Pengukuran pencapaian dari perjanjian kienrja akan dilakukan melalui 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 

2023 sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang di-

maksud. 

 

 

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber  Daya Manusia 

Kabupaten Purwakarta 

 

 

 

DR. Aep Durohman, S.Pd., M.Pd. 

Nip. 19680911 199302 1 001 
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